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PERATURAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

KELAS JABATAN 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;  

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia telah memperoleh persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi berdasarkan Surat                                         

Nomor B/162/M.SM.04.00/2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Kelas 

Jabatan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia; 
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Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah          

Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145         

Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedelapan  atas  

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah          

Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2015 Nomor 322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah     

Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013   

Nomor 11); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636); 

4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA 

ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 
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  Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:  

1. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian 

susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda 

dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal 

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat 

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai 

dasar penggajian.  

2. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 

suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan 

terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan 

kelas jabatan.  

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 

pada instansi pemerintah. 

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah                    

Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Lembaga ini mengatur mengenai Kelas Jabatan 

di lingkungan LIPI terdiri atas:  

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;  

b. Jabatan Administrasi; dan 

c. Jabatan Fungsional. 

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) terdiri atas: 

a. jabatan administrator; 
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b. jabatan pengawas; dan 

c. jabatan pelaksana. 

 

Pasal  3 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil 

Evaluasi Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara dan reformasi birokrasi.  

 

Pasal 4 

(1) Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan 

administrator, dan jabatan pengawas tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Lembaga ini.  

(2) Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. 

(3) Kelas Jabatan untuk jabatan pelaksana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Lembaga ini. 

 

Pasal 5 

Kelas Jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan LIPI 

ditetapkan oleh Kepala LIPI. 

  

Pasal 6 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi 

pegawai di lingkungan LIPI terhitung sejak tanggal 1 Juni 

2018. 

 

Pasal 7 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

  Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juli 2018 

 

KEPALA  

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LAKSANA TRI HANDOKO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 25 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -6- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-7- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -8- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-9- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -10- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-11- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -12- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-13- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -14- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-15- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -16- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-17- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -18- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-19- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -20- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-21- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -22- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-23- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -24- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-25- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -26- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-27- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -28- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-29- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -30- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-31- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 -32- 

www.peraturan.go.id



2018, No.961 
-33- 

 

www.peraturan.go.id




